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ABSTRAK 

 

Dea Ayu Wulandari. 201710115165. Pengembalian Aset Tetap dari Hasil Tindak 

Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana. 

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Tindak Pidana Korupsi. Sejauh ini, pemberantasan tindak pidana korupsi 

difokuskan pada tiga aspek yakni, tindakan preventif, tindakan detektif, dan tindakan 

represif. Pengembalian aset merupakan salah satu bentuk tindakan represif yang 

esensial dalam pemberantasan korupsi. Instrumen ini dimaksudkan untuk dapat 

menutup nilai kerugian yang dihasilkan serta memastikan terlaksananya keadilan 

ekonomi. Namun dalam tataran praktis, instrument pengembalian aset acapkali 

menemukan hambatan dalam penegakannya. Hambatan tersebut dapat terlihat dari 

legal substance, legal culture, dan legal structure yang berdampak pada lemahnya 

proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.  

Berangkat dari uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan kajian dan 

penelitian terkait dengan pengembalian aset tetap hasil tindak pidana korupsi sebagai 

bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui 

faktor-faktor penghambat dalam penegakan pengembalian aset dari hasil tindak 

pidana korupsi. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui bentuk bentuk 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Adapun bentuk 

penelitian ini adalah yuridis normative, dengan tipologi penelitian menggunakan 

pendekatan kualitiatif-yuridis normative yang diuraikan secara deskriptif. Data yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang penulis inventarisir 

melalui studi kepustakaan, sehingga hasil dari penelitian ini berbentuk deskriptif 

analitis.  

Faktor-faktor penghambat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi utamanya 

terkait dengan penegakan prosedur pengembalian aset berupa: Pertama, faktor 

substansi hukum, dimana dalam hal ini tidak ada pengaturan yang komprehensif 

terkait dengan pegembalian aset. Kedua, faktor prosedur penegakan, dimana dalam 

hal ini aset hasil tindak pidana korupsi acapkali dilakukan upaya penyelamatan oleh 

pelaku dengan membawanya ke luar negeri. Hal inilah yang kemudian menghambat 

proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tersebut. Adapun bentuk 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana pokok 

dan pidana tambahan, termasuk di dalamnya pidana penjara, pidana denda, dan 

pembayaran uang pengganti atau pengembalian aset.  

Kata Kunci: Pengembalian aset, tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana 
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ABSTRACT 
 

Dea Ayu Wulandari. 201710115165. Asset recovery from the Proceeds of 

Corruption Crimes as a Form of Criminal Liability. 

 

Corruption is one of the extraordinary crimes regulated in Law Number 31 of 1999 

in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Crime of Corruption. So 

far, the eradication of corruption is focused on three aspects, namely, preventive 

action, detective action, and repressive action. Returning assets is one form of 

repressive measures that are essential in eradicating corruption. This instrument is 

intended to be able to cover the value of the resulting loss and ensure the 

implementation of economic justice. However, on a practical level, asset return 

instruments often encounter obstacles in their enforcement. These obstacles can be 

seen from the legal substance, legal culture, and legal structure which have an 

impact on the weak law enforcement process for perpetrators of corruption. 

 

Departing from the description above, the author intends to conduct studies and 

research related to the return of fixed assets resulting from criminal acts of 

corruption as a form of criminal liability. This research is expected to be able to 

determine the inhibiting factors in enforcing the return of assets from the proceeds 

of corruption. This research is also expected to find out the forms of criminal 

responsibility for perpetrators of corruption. The form of this research is normative 

juridical, with a typology of research using a qualitative-juridical normative 

approach which is described descriptively. The data that the writer uses in this 

research is secondary data which the writer takes an inventory of through literature 

study, so that the results of this research are in the form of analytical descriptive. 

 

The inhibiting factors in eradicating criminal acts of corruption are mainly related 

to the enforcement of asset return procedures  in the form of: First, the legal 

substance factor, where in this case there is no comprehensive regulation related to 

asset return. Second, the factor of enforcement procedures, where in this case assets 

resulting from criminal acts of corruption are often rescued by the perpetrators by 

taking them abroad. This is what then hinders the process of returning assets 

resulting from the criminal act of corruption. The forms of criminal liability for 

perpetrators of corruption are in the form of basic and additional penalties, 

including imprisonment, fines, and payment of replacement or return of assets. 

 

Keywords: Asset recovery, corruption crime, criminal liability. 
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